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ABSTRAK 

PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK 

PADA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG BAKUNG UDIK  

KABUPATEN TULANG BAWANG 

Oleh:  

Willya Apriyani 

 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kesadaran politik terhadap 

partisipasi politik di Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang. Metode 

yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, melibatkan 93 

responden. Data dianalisis menggunakan uji regresi linier sederhana dengan 

bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran politik 

responden terbagi menjadi tiga indikator, yaitu output, input, dan penerimaan 

informasi politik dan merasakan kebebasan dalam memberikan opini sebanyak 

45,1% responden menunjukkan kesadaran politik yang kuat pada indikator output, 

seperti ketertarikan pada perkembangan politik dan keikutsertaan dalam 

organisasi masyarakat. Indikator input, 46,2% responden memiliki kesadaran 

politik yang baik, termasuk pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dan 

pandangan bahwa pemerintah memengaruhi kehidupan mereka. Indikator 

penerimaan informasi politik dan merasakan kebebasan dalam memberikan opini 

menunjukkan bahwa sebanyak 69,8% dikategorikan berpengaruh, menunjukkan 

bahwa mereka  mendapatkan informasi dengan baik dan memiliki kebebasan 

dalam menyerahkan opini mereka. Analisis regresi menunjukkan bahwa 

kesadaran politik memberikan pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik, 

dengan koefisien determinasi (Rsquare) sebesar 44,6%. Ini berarti 44,6% variasi 

dalam partisipasi politik dapat dijelaskan oleh tingkat kesadaran politik, sementara 

55,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Secara keseluruhan, partisipasi politik 

masyarakat Kampung Bakung Udik sudah baik, ditandai dengan persentase 

partisipasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan mereka yang kurang 

berpartisipasi. Kesimpulannya, kesadaran politik berperan penting dalam 

meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. 

 

Kata kunci: Politik, Partisipasi, Pendidikan, Kepala Desa, Masyarakat. 
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ABSTRACT 

POLITICAL AWARENESS INFLUENCE TOWARDS POLITICAL 

PARTICIPATION OF REGIONAL HEAD ELECTIONS IN BAKUNG UDIK 

VILLAGE, TULANG BAWANG REGENCY 

 

By: 

Willya Apriyani 

 

 

The aim of this research is to analyze the influence of political awareness on 

political participation in Bakung Udik Village, Tulang Bawang Regency. The 

method that used here is descriptive with a quantitative approach, involving 93 

respondents. Data was analyzed using a simple linear regression test with the 

help of SPSS version 25. The results of the research show that respondents 

political awareness is divided into three indicators, namely output, input, and 

receipt of political information and freedom in giving opinions. 45.1% of 

respondents showed strong political awareness in output indicators, such as 

interest in political developments and participation in community organization. 

Input indicators, 46.2% of respondents have good political awareness, including 

knowledge of government policies and they understand that the government 

influences their lives. Indicators receiving political information and feeling the 

freedom to give opinions show that 69.8% are categorized as influential, 

indicating that they are well informed and have the freedom to give their opinions. 

Regression analysis shows that political awareness has a significant influence on 

political participation, with a coefficient of determination (Rsquare) is 44.6%. 

This means that 44.6% of the variation in political participation can be explained 

by the level of political awareness, while the remaining 55.4% is affected by other 

factors. Overall, the political participation of the people in Bakung Udik Village 

is already good, it looks from a fairly high percentage of the people participation 

compared to those who did not participate. The conclusion is, political awareness 

has an important influence for increasing political participation in village head 

elections. 

Keywords: Political, Participation, Education, Regional Head Election, 

Community.  
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi telah tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) pasal 1 ayat (1) berbunyi 

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. Demokrasi di Negara Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Dasar 1945, sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. 

Demokrasi Pancasila merintahkan musyawarah untuk mufakat, berdasarkan 

pada paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan pada 

kesejahteraan yang mengandung unsur-unsur religius, berdasarkan 

kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur. Demokrasi pancasila 

kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus diselenggarakan 

dengan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip demokrasi itu adalah 

persamaan, kebebasan, dan pluralisme (M. Mona Adha dkk,2013) 

Konsep demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal 

dari, oleh, dan untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi adalah 

partisipasi. Bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh 

warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Pemilihan 

kepala desa (pilkades) dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata 

di desa, dalam pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi 

masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote 

(satu orang satu suara). Indonesia merupakan negara yang menganut sistem 

ketatanegaraan sebagai negara hukum yang menjamin hak politik (hak pilih) 

atau kedaulatan warga negara yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu dalam Undang-Undang No. 39 

Tahun 1999 Pasal 23 Ayat (1) yakni “Setiap orang bebas untuk memilih dan 
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mempunyai keyakinan politiknya” dan Pasal 43 Ayat (1) Tentang Hak Asasi 

Manusia menunjukkan kewajiban negara dalam menjunjung tinggi hak 

politik warganya. 

Pesta demokrasi di Indonesia ditandai oleh berbagai peristiwa penting dalam 

proses pemilihan umum dan partisipasi politik masyarakat, beberapa ciri 

khas dari pesta demokrasi Indonesia antara lain:1) pemilihan umum, 2) 

kampanye politik, 3) debat politik, 4) partisipasi masyarakat, 5) kemeriahan 

dan proses demokrasi. Peserta demokrasi tersebut tentunya terdapat 

sumbangsi dari masyarakat sebagai rakyat yang memiliki andil dalam 

memberikan amanah bagi pemimpin atau pemerintah. Wujud yang dapat 

dilakukan masyarakat yaitu dengan ikut berpartisipasi aktif dalam politik. 

Masalah partisipasi politik masyarakat sangat menarik untuk ditelaah dalam 

artian partisipasi politik yang dimaksudkan bukan dilihat dari hasil jumlah 

suara semata yang telah dimenangkan oleh peserta pemilihan umum, akan 

tetapi dilihat dari kemampuan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam 

menentukan pilihannya yang terbaik sesuai dengan hati nurani tanpa ada 

tekanan dari pihak lain. Diketahui bahwa angka hasil pemilihan umum 

hanya memberikan gambaran kasar mengenai partisipasi politik (Anggraini 

& Zetra, 2015).  
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Berikut ini adalah indeks demokrasi di Indonesia yang semakin meningkat: 

Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Aspek Aspek IDI Nasional

 

Sumber: BPS 2019 

Berdasarkan gambar 1.1 maka dapat dilihat bahwa Indeks Demokrasi 

Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 72,39 yang meningkat tipis jika 

dibandingkan IDI di tahun 2017 yakni sebesar 72,11. Dengan angka sebesar 

itu demokrasi di Indonesia tetap berada di dalam kategori sedang. Partisipasi 

masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang 

demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala 

umum dalam pemilihan kepala desa di beberapa wilayah dan kemungkinan 

fenomena rendahnya partisipasi pemilih ini juga akan menjadi gejala umum 

pemilu Indonesia di masa mendatang, hingga saat ini belum ada penjelasan 

yang memadai apa yang menyebabkan seseorang pemilih untuk tidak ikut 

memilih, berbagai penjelasan mengenai rendahnya partisipasi pemilih di 

Indonesia hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum 

didasarkan pada riset yang kokoh. Pengamat dan penyelenggara pemilu 

memang kerap melontarkan pendapat tentang penyebab rendahnya tingkat 

partisipasi pemilih, tetapi berbagai penjelasan itu didasarkan pada 

pengamatan dan bukan berdasarkan hasil riset. Pemahaman mereka tentang 

demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa 
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yang memimpin mereka melalui pemilu (pilkades), namun hal lain yang 

diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa 

yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, dengan kalimat lain 

dapat dinyatakan bahwa ketidakhadiran mereka dalam pilkades bukan 

disebabkan karena sistem pilkades yang tidak demokratis. Rendahnya 

partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga  

penggunaannya tidak melulu diserahkan pada salah satu pihak, diperlukan 

keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini.  

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam 

menentukan sosok seseorang yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan 

dan diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat 

yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Peranan partisipasi masyarakat 

dalam pemilihan kepala desa menjadi satu hal yang sangat penting, karena 

sangat menentukan bagi keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan. 

Reformasi politik mendorong kembali partisipasi politik rakyat melalui 

penyelenggaraan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara 

langsung. Menurut Vontz dalam (Adha, 2021) warga  negara  harus  

memiliki  kemampuan  dan  pengetahuan  agar  bisa  berpartisipasi  dalam 

kehidupan politik, hal-hal berkaitan dengan kepentingan umum dan aspek-

aspek lain, secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan, untuk memaknai 

partisipasi dalam konteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk 

keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan   

masyarakat   yang   dimaksud   adalah   kemauan   warga   untuk   melihat, 

mengkritisi serta ikut terlibat secara aktif dalam setiap proses politik. 

Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa, 

partisipasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui 

kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah 

simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat 

sekaligus langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi.  

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, untuk memaknai partisipasi 

dalam konteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan warga 
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dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan   warga   yang   dimaksud   

adalah   kemauan   warga   untuk   melihat, mengkritisi serta ikut terlibat 

secara aktif dalam setiap proses politik. Kematangan demokrasi akan 

tergantung seberapa besar partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik 

sebagai wujud dari keikutsertaan warga negara dalam menjalankan 

kedaulatannya berdasarkan kesadaran sendiri. Pemilihan kepala desa yang 

dilaksanakan langsung merupakan wujud dari demokrasi, pilihan kepala 

desa secara langsung memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat 

secara nyata ikut berpartisipasi aktif dalam politik serta mengunakan hak 

pilih dan memilih tanpa tekanan dan pihak manapun sehinga pilihan kepala 

desa berlangsung secara demokratis (Adha, 2013). 

Kampung Bakung Udik merupakan salah satu desa yang berada di Provinsi 

Lampung, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. 

Kampung Bakung Udik memiliki jumlah penduduk 1.680 jiwa dengan 471 

kepala keluarga. Berdasarkan data yang didapat oleh penulis pada saat 

penelitian pendahuluan bahwa terdapat daftar pemilih tetap (DPT) dan 

daftar pemilih tetap khusus (DPTK) untuk pemilihan kepala desa Kampung 

Bakung Udik tahun 2022.  Berikut data DPT dan DPTK Kampung Bakung 

Udik, Kabupaten Tulang Bawang: 

Tabel 1.1 Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap Khusus  Kampung Bakung 

Udik Tahun 2022 

Sumber : panitia pemilihan kepala desa Kampung Bakung Udik Tahun 2022  

No 
Dusun 

 

Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) 

Daftar 

Pemilih 

Tetap Khusus 

(DPTK) 

Jumlah Total 

L P L+P L P L+P L  P L+P 

1 Dusun 01 124 98 222 2 3 5 126 101 227 

2 Dusun 02 121 109 230 1 2 3 122 111 233 

3 Dusun 03 225 242 467 3 5 8 228 247 475 

4 Dusun 04 181 153 334 4 2 6 185 155 340 

Jumlah 651 602 1.253 10 12 22 661 614 1.275 
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Berdasarkan tabel 1.1 merupakan data yang diperoleh oleh penulis saat 

penelitian pendahuluan bahwa terdapat daftar pemilih tetap (DPT) dan 

daftar pemilih tetap khusus (DPTK) untuk pemilihan kepala desa Kampung 

Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. 

Berdasarkan data tabel di atas jumlah total dari DPT dan DPTK di 

Kampung Bakung Udik berjumlah 1.275 pemilih yang akan ikut 

berpatisipasi pada pemilihan kepala desa. Setelah berlangsungnya kegiatan 

pemilihan kepala desa Kampung Bakung Udik, maka diperoleh hasil suara 

dari masing-masing TPS seperti yang telah penulis lampirkan sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 Jumlah Suara di Tempat Pemungutan Suara 

No TPS L P TOTAL 

1 TPS 1 241 210 451 

2 TPS 2 218 206 424 

3 TPS 3 168 171 339 

Jumlah 627 587 1.214 

Sumber: panitia pemilihan kepala desa Kampung Bakung Udik Tahun 2022 

Berdasarkan tabel 1.2 merupakan data jumlah suara yang ada disetiap TPS 

secara keseluruhan yang berpartisipasi pada pemilihan kepala desa 

Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang didapati sebanyak 

1.214 suara, sedangkan jumlah keseluruhan DPT dan DPTK berjumlah 

1.275 yang mana jika kita perhatikan terdapat 61 suara yang tidak 

berpartisipasi pada saat pemilihan kepala desa berlangsung. Penulis saat 

melakukan penelitian pendahuluan juga melakukan wawancara dengan 

panitia pemilihan kepala desa mengenai alasan mengapa masih terdapat 

masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat itu, dan didapat 

jawaban bahwasannya sebagian masyarakat tidak bisa menghadiri kegiatan 

tersebut dikarenakan harus bekerja dan kurangnya minat masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pilkades. 
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Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, belum diketahui secara pasti 

faktor apa yang menjadi penyebab masyarakat Kampung Bakung Udik yang 

tidak berpartisipasi pada pemilihan kepala desa, maka sangat penting untuk 

dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah kesadaran politik 

memengaruhi partisipasi politik masyarakat Kampung Bakung Udik, 

Kabupaten Tulang Bawang pada pemilihan kepala desa tahun 2022. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran 

Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Kampung 

Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah pada 

penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Sebagian masyarakat lebih memilih bekerja daripada menghadiri 

pemilihan kepala desa. 

2. Masyarakat Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang masih 

kurang mempunyai kesadaran politik. 

3. Masyarakat Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang kurang 

berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus, maka penulis membatasi 

penelitian ini pada permasalahan sebagai berikut: 

1. Partisipasi politik yaitu kegiatan masyarakat secara sukarela dalam 

memilih pemimpin desa di Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang 

Bawang. 

2. Kesadaran politik yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai 

warga negara. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang  

politik. 
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1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang ada 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

“Bagaimana pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik 

masyarakat Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang dalam 

pemilihan kepala kampung?” 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran politik 

terhadap partisipasi politik pada pemilihan kepala desa di Kampung Bakung 

Udik, Kabupaten Tulang Bawang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian tentang pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi 

politik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding, 

pertimbangan, dan pengembangan bagi penelitian di masa yang akan 

datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Program Studi PPKn khususnya, penelitian ini dapat 

menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan tentang sistem politik 

Indonesia dalam kaitannya dengan partisipasi dan kesadaran politik 

masyarakat dalam menggunakan hak pilih. 

b. Bagi Masyarakat, sebagai referensi mengenai pentingnya kesadaran 

politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih. 

c. Bagi pemerintah, sebagai informasi agar dapat memberikan 

sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. 
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1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ini termasuk dalam ruang lingkup Ilmu Politik dan 

Kenegaraan, yang mana ruang lingkup ini mengkaji mengenai aspek-

aspek hak dan kewajiban warga negara, peran serta dalam melakukan 

pemecahan masalah sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

2. Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah masyarakat Kampung 

Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang. 

 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah membahas tentang “Pengaruh Kesadaran 

Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa 

Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang”. 

 

4. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kampung Bakung Udik, 

Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. 

 

5. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis setelah dikeluarkannya surat 

izin penelitian pendahuluan oleh pihak Dekanat Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada 21 Juli 2022 dengan nomor 

surat: 4730/UN26.13/PN.01.00/2022  

 

 

 



 
 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Kesadaran Politik 

1. Deskripsi Kesadaran Politik 

Kesadaran politik berarti menyangkut tentang pengetahuan seseorang 

tentang lingkungan masyarakat atau situasi politik yang menyangkut 

minat dan perhatian seseorang terhadap hak dan kewajibannya di 

lingkungan masyarakat. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak 

dan kewajiban sebagai warga negara (Surbakti, 2010). Kesadaran politik 

seseorang juga menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki 

seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya 

(Averus dkk, 2020).  

 

Kesadaran politik erat kaitannya dengan partisipasi politik, karena 

semakin sadar dirinya diperintah, kemudian semakin orang menuntut 

diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan 

(Budiardjo, 2008).  Kesadaran politik merupakan perasaan bahwa 

dirinya diperintah dan percaya bahwa mereka dapat sedikit banyak 

memengaruhi pemegang kekuasaan atau percaya bahwa mereka 

memiliki efek (Ramlan Surbakti, 2013). Kesadaran politik diartikan 

sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban seseorang sebagai warga 

negara. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan tentang lingkungan sosial 

politik, serta minat dan perhatiannya terhadap pemerintah. Tidak hanya 

itu, kesadaran politik juga berkaitan dengan sikap dan kepercayaan 

seseorang terhadap sistem politik. Penilaian seseorang terhadap 

pemerintah, dipercaya atau tidak, disukai atau tidak. 

 

(Sasikala dkk, 2017) “political awareness is the ability of human beings 

to acquire and possess political knowledge through perception, 

reasoning, or intuition” (kesadaran politik adalah kemampuan manusia 
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untuk memperoleh dan memiliki pengetahuan politik melalui persepsi, 

penalaran, atau intuisi).  

 

Teori tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran politik merupakan suatu 

kondisi pemahaman tentang pengetahuan politik, nilai-nilai, dan 

orientasi politik, yang memungkinkan seseorang untuk mencari solusi 

dari berbagai problematika dalam masyarakat, memberikan keputusan 

dan menentukan sikap terhadapnya, sehingga dapat merubah atau 

mengembangkannya. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan 

tentang politik dan nilai-nilai konstitusi yang mengatur dalam kehidupan 

politik. Pengetahuan tersebut akan melahirkan suatu penghargaan 

terhadap sistem politik. Kesadaraan atau ketaatan terhadap politik akan 

terwujud, apabila telah terdapat suatu penghayatan terhadap konstitusi 

dengan sendirinya. 

 

Kesadaran politik pada dasarnya menyangkut tentang pengetahuan, 

minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan 

politik. Kesadaran politik dianggap penting dalam kehidupan bernegara 

mengingat kepentingan dan permasalahan dalam negara yang sangat 

kompleks. Perlu adanya dukungan yang positif dari masyarakat, 

sehingga kepentingan dan permasalahan dalam negara dapat diwujudkan 

dan diselesaikan dengan baik. Aspek penting dalam kesadaran politik 

adalah kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga 

negara, seperti halnya hak politik, hak ekonomi, hak mendapatkan 

perlindungan, kesehatan pendidikan dan kewajiban-kewajiban dalam 

sistem politik, seperti kewajiban taat terhadap hukum, bersosialisasi baik 

dengan masyarakat, dan mendahulukan kepentingan umum daripada 

kepentingan pribadi, dan kewajiban lainnya. Kesadaran politik ini akan 

berkorelasi dengan partisipasi politik seseorang, semakin tinggi 

kesadaran politik seseorang, maka partisipasinya semakin aktif, 

begitupun sebaliknya (Cholisin dkk, 2012). 
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Penulis dapat menyimpulkan berdasarkan definisi di atas, bahwa 

kesadaran politik adalah suatu konsep dasar seseorang yang ditandai 

dengan pemahaman, pengertian, dan penghayatan tentang sistem politik 

di tengah-tengah lingkungan masyarakat disekitarnya, sehingga 

berdampak positif terhadap perilaku atau tindakan untuk mentaati sistem 

politik, aturan hukum, dan norma-norma dalam masyarakat termasuk 

mengerti atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. 

 

2. Indikator Kesadaran Politik 

Indikator kesadaran politik menjadi acuan untuk mengukur seberapa 

tinggi taraf kesadaran politik seseorang, atau dengan kata lain, 

merupakan alat untuk mengukur kesadaran politik seseorang. Kesadaran 

politik berorientasi pada aspek psikologi seseorang mengenai 

kesadarannya terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Maka 

dari itu kriteria untuk mengetahui kesadaran politik ada dua hal, yaitu: 1. 

Mengenai pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat 

tempat tinggalnya; 2. Mengenai minat dan perhatian seseorang terhadap 

situasi politik di lingkungannya. 

 

Pendapat yang serupa diungkapkan oleh Fatwa (2016) bahwa untuk 

mengukur kesadaran politik, indikator yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut: 1. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga 

negara. 2. Kesadaran perlunya pemerintah yang legitimate/sah. 3. 

Kesadaran perlunya mengikuti perkembangan informasi politik. 4. 

Kesadaran perlunya mengikuti kegiatan politik. 

Gabriel Almond dan Sidney Verba (1990) menjelaskan ada 3 pola 

kesadaran politik, yaitu:  

1. Kesadaran input adalah keadaan seseorang dengan sadar terlibat 

dalam sistem politik dan mengikuti atau menaruh perhatian pada 

urusan-urusan pemerintahan dan politik. Input dalam hal ini berupa 

dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik. Bentuk tuntutan 

input dapat muncul dari pengaruh lingkungan atau dalam sistem 
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politik itu sendiri. Dukungan input menjadi tindakan atau orientasi 

yang menunjukkan dan mempertahankan sistem politik. Kesadaran 

input dapat diukur dari bagaimana mereka mengerti isi pemberitaan 

politik, memahami sistem pemilu, mengikuti rapat di masyarakat 

dan aktif dalam organisasi dalam masyarakat, mencakup sejauh 

mana seseorang tahu dan memahami isu-isu politik yang sedang 

berlangsung, kebijakan publik, partai politik, pemimpin politik, dan 

sebagainya. Kesadaran politik input adalah dasar bagi kesadaran 

politik output, karena individu yang memiliki pengetahuan politik 

yang kuat cenderung lebih mungkin terlibat dalam aktivitas politik. 

2. Kesadaran output adalah keadaan seseorang dengan sadar 

mengetahui dan merasakan dampak kebijakan yang diputuskan oleh 

pemerintah dalam kehidupannya. Kesadaran output diukur melalui 

beberapa indikator, seperti pendapat pemilih terhadap kebijakan 

pemerintah saat ini, pengetahuan mereka tentang peraturan 

pemerintah, dan perasaan mereka terkait  kebijakan tersebut, 

kemampuan kebijakan pemerintah dalam memengaruhi kehidupan 

mereka, sejauh mana kesadaran politik individu mendorong mereka 

untuk terlibat dalam aktivitas politik yang nyata. 

3. Penerimaan informasi politik dan merasakan kebebasan dalam 

memberikan opini. Sejauh mana penerimaan informasi politik 

pemilih dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya apakah 

mereka mengenal nama pejabat publik, mengenal nama-nama 

menteri, nama-nama partai politik, dan kebebasan mereka dalam 

mengungkapkan opininya di depan umum. Kesadaran politik input 

dan penerimaan informasi politik adalah langkah awal dalam proses 

pengembangan kesadaran politik output. Bagaimana seseorang 

memproses, memahami, dan merespons informasi politik yang 

mereka terima akan memengaruhi tindakan politik mereka. 

Kesadaran politik output adalah hasil dari kesadaran politik input 

yang direspons dengan partisipasi politik atau tindakan yang relevan. 
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Kesadaran politik menjadi variabel independen. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur kesadaran politik mengacu pada tiga pola 

kesadaran politik menurut Almond dan Verba, yaitu: 

1. Kesadaran input, tingkat pengetahuan dan pemahaman individu 

tentang isu-isu politik, sistem politik. 

2. Kesadaran output adalah sejauh mana kesadaran politik individu 

mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas politik yang nyata. 

3. Penerimaan informasi dan pemberian opini, bagaimana seseorang 

menerima dan mengakses informasi politik. 

 

3. Faktor Yang Memengaruhi Kesadaran Politik 

Surbakti (2010) mengatakan kesadaran politik menjadi salah satu 

variabel penentu partisipasi politik seseorang disamping kepercayaan 

politik. Kesadaran politik tidaklah menjadi variabel yang berdiri sendiri 

atau dengan kata lain bukan variabel yang independen. Ada faktor-

faktor lain yang memengaruhi kesadaran politik, antara lain: 1. Status 

sosial; 2. Status ekonomi; 3. Afiliasi politik orang tua; 4. Pengalaman 

berorganisasi. Empat faktor inilah yang menentukan tinggi rendahnya 

kesadaran politik seseorang sehingga akan berdampak pada partisipasi 

politik. 

Pendapat tentang faktor yang memengaruhi kesadaran politik, maka 

dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua garis 

besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan 

dengan keadaan individu yang bersangkutan, yaitu kondisi psikologis 

seorang individu yang mencakup tentang kondisi emosional terhadap 

suatu sistem politik baik pada instrumen maupun institusinya, orientasi 

terhadap situasi politik, dan orientasi terhadap tokoh atau aktor politik. 

Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi yang ada di luar individu, 

yaitu faktor status sosial, seperti tingkat pendidikan, kondisi 

perekonomian, pekerjaan, profesi, kedudukan dan lain sebagainya.  

 

Goren (2012) mengatakan bahwa “political awareness allows one to 

better link one’s predispositions to policies, candidates, or parties” 
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(kesadaran politik memungkinkan seseorang untuk lebih memiliki 

kecenderungannya dengan kebijakan, kandidat, atau partai dengan lebih 

baik).  

 

Faktor jenis kelamin (gender) juga dapat memengaruhi tingkat 

kesadaran politik seseorang, seperti yang diungkapkan oleh Ahmed et al. 

(2015) “the level of political awareness among the female students was 

comparatively low as compare to the male respondents” (tingkat 

kesadaran politik di kalangan mahasiswa perempuan relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan responden laki-laki). Pengaruh tinggi kesadaran 

politik terhadap partisipasi pemilih pria dalam kegiatan pemilihan 

umum, tetapi terdapat dampak terbatas pada kesadaran politik pada 

pemilih perempuan. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Ebrahimi 

(2016) “that meaningful correlation exists between level of political 

awareness of women and their degree of social participation (bahwa ada 

korelasi yang berarti antara tingkat kesadaran politik perempuan dan 

tingkat partisipasi sosial mereka).  

 

2.2 Partisipasi Politik 

1.  Deskripsi Partisipasi Politik 

Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok 

orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela 

dalam program tertentu dan terlibat mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi demi tercapainya 

tujuan program tersebut (Adha, 2013). 

Kehidupan sosial bangsa Indonesia mengalami perkembangan yang 

pesat dalam berbagai lapisan masyarakat. Realitas kehidupan bangsa 

Indonesia saat ini dikhawatirkan mengalami kemunduran dalam 

semangat kebersamaan yang merupakan bagian penting dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia yang dulu dikenal 

dengan bangsa yang ramah, rukun, karena merasa memiliki kesamaan 

dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, namun kini dikenal 
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dengan bangsa yang mudah marah dan tersinggung, sehingga kita 

disuguhkan dengan berita-berita kerusuhan dan kriminal diberbagai 

media. Pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat terhadap 

rasa kebersamaan dalam masyarakat yang beragam dalam konteks 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pancasila dan 

konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sulaksono, 2018). 

 

(Adha, 2019) mengemukakan warga negara yang memahami dan 

mampu berpartisipasi aktif di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara adalah warga negara yang mampu berpikir secara kritis 

dalam memberikan respon dalam aktivitas kehidupannya. Berpartisipasi 

aktif merupakan pribadi yang bertanggung jawab dan mampu bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, kemudian partisipasi 

secara aktif berarti seseorang secara terus menerus mampu 

mengembangkan keterampilan sosial dan kompetensi 

kewarganegaraannya.  

 

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap 

individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada 

akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam 

pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap 

pertanggungjawaban bersama (Syafiie, 2015). Partisipasi adalah turut 

sertanya seseorang baik secara mental maupun secara emosional untuk 

memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama 

keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung 

jawab untuk melakukan hal tersebut (Jisokhi et al., 2020). 

 

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang 

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan 

jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak 

langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (Adha, 2014). Partisipasi 

politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai 

dari sejak perencanaan, pembuatan keputusan, sampai dengan penilaian 
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keputusan termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan 

keputusan. Peran warga dalam partisipasi politik tersebut, selama ini 

bisa dikatakan masih sangat kurang.  

 

Partisipasi politik masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik, 

disini kemajuan demokrasi dapat dilihat sampai seberapa besar 

partisipasi politik masyarakat disertakan, sehingga partisipasi 

masyarakat dalam kehidupan politik merupakan prasyarat mutlak dalam 

sebuah tatanan negara yang demokratis. Hal ini didasari bahwa 

masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam penyelenggaraan  

demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Masyarakat tidak dapat 

dipisahkan dengan pemilihan umum karena merupakan satu kesatuan 

yang utuh dan menjadi faktor utama serta penentu berjalan suksesnya 

sebuah pelaksanaan pemilihan umum (Zarkasi et al., 2023). 

Kematangan demokrasi akan tergantung seberapa besar partisipasi 

politik masyarakat. Partisipasi politik sebagai wujud dari keikutsertaan 

warga negara dalam menjalankan kedaulatannya berdasarkan kesadaran 

sendiri. Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan langsung merupakan 

wujud dari demokrasi, pilihan kepala desa secara langsung memberikan 

kesempatan pada masyarakat untuk dapat secara nyata ikut 

berpartisipasi aktif dalam politik serta mengunakan hak pilih dan 

memilih tanpa tekanan dan pihak manapun sehinga pilihan kepala desa 

berlangsung secara demokratis (Adha, 2013). 

 

Partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat pada aktivitas serta 

kegiatan politik, baik dalam rangkaian pemilihan ataupun aktivitas. 

Partisipasi mengacu pada keikutsertaan masyarakat umum (tanpa 

kekuasaan) berpartisipasi dalam proses memengaruhi perumusan dan 

terlaksananya perpolitikan dalam bentuk kebijakan publik. Aktivitas 

masyarakat dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: (1) aktivitas yang dapat 

berpengaruh pada kebijakan publik; (2) berpartisipasi dalam perumusan 

serta pelaksanaan keputusan politik. Artinya, partisipasi politik adalah 
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sejenis perilaku politik dan tidak mesti ada dalam bentuk partisipasi 

politik (Suparto, 2020). 

 

(Syahrial, 2011) partisipasi politik merupakan aktivitas individu 

ataupun sekelompok orang yang aktif berpartisipasi pada perpolitikan, 

contohnya saat menentukan presiden dalam pemilu, ikut aktif dalam 

memberikan pengaruh pada kebijakan pemerintah.  

 

(Herbert McClosky, 2012) menjelaskan partisipasi politik merupakan 

aktivitas ikhlas masyarakat dengan cara masyarakat ikut menjalankan 

proses memilih pemimpin serta terlibat pada rangkaian dibentuknya 

kebijakan publik, bisa dengan terlibat langsung maupun tidak langsung. 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan tentang makna partisipasi politik, 

yaitu:  

a. Aktivitas politik masyarakat biasa sebagai warga negara dapat 

dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung. 

b. Aktivitas ini tujuannya sebagai upaya memengaruhi pemerintah 

dalam memutuskan kebijakan bisa dengan rayuan, dan juga 

penolakan pada tokoh politik serta pemerintah. 

c. Aktivitas ditujukan sebagai upaya memengaruhi pemerintah tanpa 

berpikir hal yang muncul dan apakah gagal atau berhasil. 

d. Aktivitas dijalankan bisa dengan cara yang wajar serta tanpa 

kekerasan ataupun dengan prosedur diluar kewajaran dalam bentuk 

kekerasan. 

 

Partisipasi politik merupakan adanya keterlibatan masyarakat dalam 

membuat keputusan yang akan berdampak pada hidupnya. Masyarakat 

yang berperan dalam melakukan kegiatan politik itu merupakan 

masyarakat yang memiliki posisi di pemerintahan, serta masyarakat 

umum tidak punya jabatan. Pemerintah punya kewenangan baik 

perencanaan maupun pelaksanaan keputusan politik. Masyarakat berhak 

memengaruhi pada langkah proses dan pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga biasa dalam menentukan 



19 
 

 

segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi kehidupannya 

(Suparto, 2020). 

 

2. Tujuan Partisipasi Politik 

Tujuan dari partisipasi adalah untuk mempertemukan seluruh  

kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses 

perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara profesional 

untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruhi oleh kebijakan yang 

akan ditetapkan didalamnya yang cukup kuat terhadap suatu proses 

pembangunan (Jisokhi et al., 2020). 

 

Tujuan partisipasi politik bagi Kaase dan Marsh dimaksudkan untuk 

memengaruhi kebijakan yang akan diambil pemerintah maupun 

pemilihan pemimpin (pejabat pemerintah). Pendapat ini didukung 

gagasan Miriam Budiarjo kegiatan partisipasi politik ini berupa memilih 

pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi 

kebijakan pemerintah (public policy). Huntington dan Nelson 

mengatakan kegiatan partisipasi politik hanyalah kegiatan yang 

dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah 

yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki 

wewenang politik. 

 

Tujuan partisipasi politik secara umum untuk memengaruhi proses-

proses politik dalam penentuan pengambilan kebijakan yang dilakukan 

pemerintah.  Partisipasi politik harus benar-benar dilakukan oleh 

masyarakat agar kebijakan yang diambil pemerintah berpihak dan 

memperhatikan kepentingan masyarakat.  Tujuan masyarakat memiliki 

partisipasi politik dalam kehidupan bernegara adalah mewujudkan 

sistem politik yang berbasis pada perwakilan rakyat.  

 

3. Indikator Partisipasi Politik 

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang 

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih 
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pemimpin negara, yang secara langsung atau tidak langsung 

memengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2015). 

 

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat 

melalui mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara 

langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan 

umum, kegiatan itu mencakup tindakan politik seperti memberikan suara 

dalam pemilihan umum menghadiri kampanye, mengadakan lobi dengan 

politikus atau pemerintah (Herbert McClosky, 2015). Huntington dan 

Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan warga 

negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud 

memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa 

bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau 

sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, dan 

efektif atau tidak efektif. Justru itu partisipasi politik mencakup banyak 

aspek, termasuk keterlibatan yang tidak sukarela (Huntington dan 

Nelson, 2015). 

 

Teori Huntington dan Nelson dengan indikator sebagai berikut: 

1. Partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-

sikap 

2. Subjek partisipasi politik adalah warga negara atau orang perorangan 

dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang 

profesional di bidang politik 

3. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan memengaruhi 

pemerintah terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak. 

Kaase dan Marsh membagi partisipasi politik dalam dua bentuk, yaitu 

partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Bentuk partisipasi 

politik konvensional adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan warga 

negara biasa untuk memengaruhi hasil akhir dari proses politik yang 

sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Bentuk partisipasi 

politik non-konvensional adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan 
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warga negara biasa untuk memengaruhi hasil akhir dari proses politik 

yang tidak sesuai dengan norma hukum dan kebiasaan yang mengatur 

partisipasi politik. 

Pembagian partisipasi politik secara konvensional dan non-konvensional 

juga dikemukakan Gabriel Almond dengan definisi yang sedikit berbeda. 

Partisipasi politik konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik yang 

normal dalam demokrasi modern. Partisipasi politik non-konvensional, 

yaitu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi 

normal bahkan dapat berupa kegiatan ilegal penuh kekerasan dan 

revolusioner.  

Verba dan Kim (1978) menyebutkan empat dimensi partisipasi politik 

yang serupa, yaitu: 

1. Ikut serta dalam kegiatan terkait pemilihan umum 

2. Ikut serta dalam kegiatan terkait kampanye  

3. Aksi politik damai seperti menandatangani petisi, mengontak pejabat 

publik, demokrasi, boikot dan mogok 

4. Aksi politik dengan menggunakan kekerasan seperti merusak sarana 

publik bentrok dengan petugas keamanan, pengeboman. 

Surbakti (2007) membedakan tipe  partisipasi masyarakat kedalam empat 

macam, yaitu: 

a. Partisipasi Aktif 

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap 

(responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah atau dengan 

kata lain apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan 

kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif. 

b. Partisipasi Militan- Radikal 

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap 

(responsif) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Berbeda dari 

partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, 
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partisipasi ini cenderung mengutamakan cara-cara non-konvensional, 

termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dengan kata lain apabila 

kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat 

rendah, maka akan melahirkan militan radikal. 

c. Partisipasi Pasif 

Kegiatan warga negara yang menerima atau menaati begitu saja segala 

kebijakan pemerintah. Partisipasi pasif cenderung tidak mempersoalkan 

apapun kebijakan politik yang dibuat pemerintah atau dengan kata lain 

apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada 

pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak 

aktif (pasif). 

d. Partisipasi Apatis 

Kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun kebijakan 

publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, warga masyarakat 

bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem 

politik yang ada atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat 

kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka 

partisipasi politik cenderung pasif (apatis). 

4. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Politik 

Samuel P. Huntington serta Joan Nelson dalam (Suparto, 2020) 

menjelaskan tentang partisipasi politik yang ada di Indonesia bisa 

dengan dua cara, yaitu: 

a. Partisipasi politik otonom, merupakan sebuah partisipasi karena 

kesadaran sendiri. 

b. Partisipasi politik karena adanya dorongan atau pengaruh dari luar. 

Umumnya partisipasi otonom karena dipahaminya persepsi objek politik 

secara penuh. Pemahaman tadi membuat pengertian lengkap terhadap 

kenyataan pada objek politik, yang menyebabkan afeksi pada wujud 

keputusan yang berpihak kepada objek politik tertentu dengan penuh 

kesadaran tidak ada tekanan atau paksaan. 
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Kebalikannya partisipasi politik yang dikoordinir keluar disebabkan 

adanya tekanan sejumlah faktor asal dari eksternal pelaku politik tadi 

serta umumnya mengesampingkan proses membangun konsep dari 

persepsi pada kejadian objek politik. Sebagai akibatnya partisipasi 

semacam ini umumnya cirinya insidental serta tidak abadi, sebab adanya 

saingan dan aneka macam hal yang bisa berpengaruh pada keputusan 

keberpihakan seseorang pada objek politik eksklusif. Karena sebab ini 

banyak yang mengakibatkan muncul oportunisme seorang pada politik. 

Ramlan Surbakti dalam (Santoso, 2020) menjabarkan tentang berbagai 

hal yang dianggap bisa menghipnotis besar kecilnya partisipasi politik 

individu adalah masalah kesadaran politik, mencakup kinerja 

pemerintah, partai politik serta rasa percaya masyarakat. Kesadaran 

politik artinya kesadaran adanya hak serta kewajiban menjadi rakyat 

dalam lingkup sebuah negara.  

Kondisi sosial merupakan status seorang pada masyarakat sebab adanya 

berbagai faktor bisa dari derajat orang tua, tingkatan lulusan sekolah 

serta status pekerjaan. Kondisi ekonomi merupakan status yang 

berkaitan pada lapisan warga sesuai jumlah harta yang dimiliki. 

Kaitannya dengan harta bisa terlihat berasal dari jumlah pendapatan, 

serta pengeluaran, bisa juga dari kepemilikan harta benda lainnya. 

Seorang yang mempunyai kedudukan tinggi baik secara ekonomi 

maupun sosial, bukan saja mempunyai pengetahuan tentang 

perpolitikan, tapi biasanya mempunyai keinginan serta perhatian di 

bidang politik (ada keinginan jadi pejabat). 

Kesadaran politik rakyat sebagai bagian dari negara merupakan faktor 

penentu partisipasi politik rakyat, yaitu berbagai pengetahuan dan 

kesadaran akan hak dan kewajiban terkait pemanfaatan lingkungan 

hidup rakyat dan kegiatan politik merupakan besaran dan tingkat 

partisipasi seseorang dalam politik. Warga negara yang ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pada saat pemilu dengan 

memberikan hak suara ataupun aktivitas lain untuk berpartisipasi pada 
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jalannya pemilu, terdorong oleh keyakinan tentang aktivitas 

dilaksanakan rakyat tersebut untuk kepentingan serta menentukan calon 

pemimpin terpilih guna kesejahteraan masyarakat. 

5. Tipologi Partisipasi Politik 

Sikap politik seseorang bisa dilihat wujud partisipasi politik yang 

dijalankannya. Ada beberapa cara untuk menghasilkan kategori atau 

jenis partisipasi politik. Klasifikasi partisipasi politik menurut Surbakti, 

Miriam Budiardjo, Mas'oed, dan Mc Andrews (Cholisin dan Nasiwan, 

2012) misalnya dibagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. 

Sesuai dengan tingkat, frekuensi dan intensitas kesadaran politik, 

partisipasi reguler dan non-konvensional dalam politik. Tipe politik 

tersebut adalah: 

a. Digolongkan menjadi partisipasi aktif serta partisipasi pasif. 

Partisipasi aktif artinya aktivitas berdasarkan berorientasi pada 

proses input serta hasil politik, adapun partisipasi pasif adalah 

aktivitas berorientasi pada output.  

Partisipasi aktif mencakup kegiatan rakyat sebagai warga negara 

usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif 

kebijakan umum yang tidak sama dengan kebijakan pemerintah, 

mengajukan kritik serta saran perbaikan buat meluruskan 

permasalahan, membayar pajak, dan ikut dan pada aktivitas 

pemilihan pimpinan pemerintahan.  

Partisipasi pasif, diantaranya bisa berupa bentuk kegiatan mentaati 

peraturan/perintah, menerima serta melaksanakan semua keputusan 

pemerintah. 

 

b. Klasifikasi partisipasi politik dari perspektif stratifikasi sosial. Olsen 

berpendapat bahwa partisipasi politik ditinjau dari perspektif 

stratifikasi sosial, meliputi enam tingkatan, yaitu: pemimpin politik, 

aktivis politik, dan komunikator (menerima dan menyampaikan ide, 

pemikiran, sikap, dan informasi politik baru lainnya kepada orang 

lain (rakyat), komunitas nasional , orang-orang yang terpinggirkan 
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(mereka yang jarang menandatangani kontrak politik), dan orang-

orang yang terisolasi (partisipasi sporadis dalam politik). 

 

c. Klasifikasi partisipasi politik menurut tingkat kesadaran politik 

dilihat dari kesadaran politik dan tingkat kepercayaan terhadap 

pemerintah (sistem politik), partisipasi dibagi menjadi empat jenis. 

Partisipasi aktif, partisipasi aktif dalam depresi (tidak peduli), 

partisipasi radikal dan partisipasi pasif. Seseorang memiliki 

pencerahan politik dan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada 

pemerintah, maka partisipasinya sering aktif, begitu pula sebaliknya, 

jika kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah, 

partisipasi politik seringkali pasif (pressure indifference). Partisipasi 

radikal terjadi ketika kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan 

terhadap pemerintah rendah.Jika kesadaran politik rendah tetapi 

keyakinan agama pada pemerintah tinggi, partisipasi semacam ini 

disebut tidak aktif (pasif). 
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Partisipasi politik berdasar frekuensi dan intensitas. Partisipasi 

politik dapat dikelompokan menjadi aktivis, partisipan serta 

pengamat. Tingkat partisipasi politik Piramida Menurut David F. 

Roth dan Frank I. Wilson (Gatara dan Dzulkiah Said, 2011), yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Piramida Partisipasi Politik Budiardjo (2008) 

Gambar diatas, piramida aktivis termasuk pejabat partai sepenuh 

waktu, pemimpin partai, atau pemangku kepentingan, beberapa 

peserta termasuk pejabat kampanye, anggota aktif partai politik atau 

kelompok kepentingan, dan berpartisipasi aktif dalam proyek sosial. 

Bagian partisipan meliputi petugas pejabat partai sepenuh waktu, 

pemimpin partai/kelompok kepentingan, petugas kampanye. Bagian 

pengamat termasuk anggota yang berpartisipasi dalam pertemuan 

rapat umum anggota partai/kelompok kepentingan, mendiskusikan 

 

Pejabat Partai Aktivis sepenuhnya waktu. 

Pemimpin Partai/ Kelompok 

Kepentingan 

Petugas kampanye, anggota aktif dari partisipasi 

partai/ kel. Kepentingan aktif dalam proyek-proyek 

sosial 

Menghadiri rapat umum, anggota partai/ kel. kepentingan, , 

mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan 

politik, memberikan suara dalam pemilu  

Orang yang apoltis 

Aktivis 

Partisipan 

Pengamat 

Apoltis  
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dilema politik, update dengan info politik lewat media massa, dan 

ikut serta pada pemilu.  

Kelompok paling akhir dari piramida partisipasi tersebut artinya 

apolitis. Struktur hierarki piramida partisipasi politik yang 

ditunjukkan pada gambar dimaksudkan untuk menggambarkan 

tingkat partisipasi politik dalam kekuasaan dan berlaku untuk semua 

jenis sistem politik. Definisi tersebut berasal dari berbagai kelas 

pada gambar diatas, dilihat dari skala kegiatan yang berkaitan 

dengan politik, kelas yang satu berbeda dengan kelas yang lain. 

Non-politisi berpartisipasi dalam pertemuan non-profesional, 

anggota partai politik/kelompok kepentingan, mencoba membujuk 

orang untuk memilih dalam pemilu, mendiskusikan dilema politik, 

dan memperhatikan perkembangan politik.  

 

d. Klasifikasi partisipasi politik pada konvensional serta non 

konvensional. Gabriel Almond dalam (Cholisin, 2012: 150) 

menjelaskan partisipasi politik sebagai konvensional serta non-

konvensional. Kegiatan politik konvensional merupakan partisipasi 

politik yang wajar pada demokrasi modern. Wujud non konvensional 

baik sebagian yang mungkin mirip petisi serta ilegal, mirip perilaku 

politik yang berisi kekerasan, serta revolusioner. Wujud frekuensi 

partisipasi politik bisa dipakai sebagai penilaian buat mengukur 

kestabilan politik, integritas politik, serta tingkat kepuasan 

masyarakat, meskipun partisipasi politik terdapat beberapa wujud, 

dalam hal sikap politik serta macam-macam politik dapat dijelaskan 

sebagai berikut ini: memberikan hak suara pada aktivitas pemilu 

merupakan wujud partisipasi politik yang biasa, sedikit lebih luas 

daripada partisipasi politik lain. 

Aktivitas partisipasi politik tersebut walaupun hanya berkaitan 

dengan masalah suara, sejatinya berkaitan dengan macam-macam 

janji politik pada saat kampanye, berbuat membantu rakyat, mencari 

dukungan untuk calon, serta aktivitas yang tujuannya memberi 
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pengaruh pada masyarakat akibat investigasi. Kegiatan pemilu 

adalah wujud partisipasi politik kolektif yang besar dan menjadi 

pembeda partisipasi politik lain. 

 

6. Penyebab Timbulnya Gerakan Partisipasi  

Kata partisipasi politik cenderung dihubungkan pada dukungan 

masyarakat untuk menjalankan keputusan yang sudah ditetapkan para 

pemimpin politik serta pemerintahan. Weiter (dalam Syahrial, 2011), 

ada beberapa hal yang menjadi sebab munculnya aktivitas kearah 

partisipasi yang lebih besar dalam proses politik, yaitu sebagai berikut: 

a. Semua bidang kehidupan yang semakin maju dan modern 

menjadikan masyarakat semakin banyak mengajukan tuntutan 

supaya masuk dalam kekuasaan politik. 

b. Kelas sosial yang strukturnya banyak berubah. Urusan siapa yang 

memiliki hal dalam berpartisipasi dan penetapan keputusan politik 

menjadi bagian penting serta berakibat pada perubahan sistem 

partisipasi politik. 

c. Dampak adanya masyarakat intelektual serta pengetahuan 

komunikasi massa modern. Ide demokrasi partisipasi sudah meluas 

ke bangsa-bangsa lain sebelum mereka berbagi modernisasi serta 

industrialisasi cukup matang. 

d. Konflik antar kelompok politik. Apabila keluar konflik antar elit, 

akan dicari dukungan masyarakat, terjadi perjuangangan kelas 

menengah melawan kaum aristokrat, sudah menarik kaum buruh dan 

membantu memperluas hak pilih warga. 

Faktanya, perilaku politik warga negara selalu berkisar dari tidak 

berpartisipasi sama sekali hingga partisipasi terbatas hingga partisipasi 

penuh dalam kegiatan politik. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam 

kegiatan politik sama sekali memiliki sikap apatis.Alasannya mungkin: 

(1) sikap acuh tak acuh (2) tidak tertarik pada politik (3) kurangnya 

pemahaman tentang isu-isu politik, atau tidak (pengaruh yang tidak 

pasti). Ketidakpedulian dapat memiliki makna positif selain menjadi 
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negatif. McCloskey dalam Arifin (2011) mengemukakan bahwa perilaku 

orang dusun atau acuh tak acuh membantu memberikan keleluasaan 

pada sistem politik, karena jika seluruh rakyat negara berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan politik, justru akan menimbulkan konflik, dan 

perpecahan. 

2.3 Pendidikan Politik 

1. Pengertian Pendidikan Politik 

Negara penganut sistem demokrasi pendidikan politik merupakan suatu 

hal yang sangat penting, mengingat setiap lima tahun sekali masyarakat 

selalu terlibat dalam kegiatan pesta demokrasi. Masyarakat menyalurkan 

hak politiknya melalui sarana yang disebut pemilihan umum untuk 

menentukan tokoh yang akan memimpinnya. Sarana yang dapat 

dilakukan dalam rangka mencerdaskan atau mendewasakan warga 

bangsa dalam berdemokrasi salah satunya adalah melalui pendidikan 

politik, melalui pendidikan politik tersebut diharapkan masyarakat suatu 

bangsa dapat memiliki pemahaman tentang demokrasi dan politik yang 

baik sehingga dapat menyalurkan hak pilihnya secara rasional.  

 

Pendidikan politik ialah merupakan sarana untuk memberikan 

pemahaman pada warga negara bahwa untuk mengubah realitas politik 

ke dalam sistem politik yang ideal, ditandai adanya perubahan 

kebudayaan politik baru, Soeprapto (2014). Definisi lain juga 

dikemukakan oleh Kartini Kartono dalam Idrus Affandi (2017) bahwa 

pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang disengaja dan 

sistematis dengan tujuan membentuk individu agar mampu menjadi 

partisipan yang bertanggung jawab secara moral dalam pencapaian 

tujuan politik. 

 

Pendidikan politik merupakan upaya-upaya yang dicurahkan oleh 

lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang 

berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang 

sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-
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lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan 

menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, sehingga 

warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri 

kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi 

politik yang ia mampu dan senang berpartisipasi politik secara aktif, 

serta ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya 

dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, sehingga 

mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik. Merujuk pada 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, didefinisikan bahwa pendidikan 

politik merupakan sebuah proses pemahaman dan pembelajaran tentang 

hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga 

diperuntukkan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat sehingga ia 

dapat berperan sebagai pelaku dan partisipan kehidupan politik. 

Diharapkan akan mampu tercapainya stabilitas nasional yang semakin 

mantap dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai 

perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan. 

 

Penulis dapat menyimpulkan bahwasannya yang dikatakan pendidikan 

politik adalah upaya pendidikan yang disengaja untuk memberikan 

pemahaman kepada masyarakat serta kesadaran sehingga masyarakat 

mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Masyarakat yang 

telah mendapatkan pendidikan politik diharapkan akan mampu berperan 

dan berpartisipasi dalam kegiatan politik secara dewasa, rasional dan 

bertanggung jawab. 

Setelah memahami beberapa pendapat di atas mengenai bentuk-bentuk 

dari pendidikan politik maka dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk dari 

pendidikan politik sangat bervariasi. Salah satu bentuk dari pendidikan 

politik diantaranya melalui berupa sosialisasi yang kegiatan ini dapat 

dilakukan oleh partai politik, lembaga pendidikan, pemerintah maupun 

tokoh masyarakat. Bentuk pendidikan politik selain melalui sosialisasi 

juga dapat dilakukan melalui media massa dan juga pendidikan formal 

maupun non-formal. 
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2. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik 

Pelaksanan pendidikan politik akan berkaitan dengan bentuk pendidikan 

politik yang akan diterapkan pada lapisan masyarakat. Usaha dari 

keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat terwujud jika tidak 

diimbangi dengan usaha yang nyata di lapangan. Bentuk pendidikan 

politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya 

penyelenggaraan pendidikan politik ini. 

 

M. Arifin Nasution (2012) bentuk pendidikan politik yang paling 

banyak digunakan adalah dengan cara mensosialisasikan materi 

pendidikan dan visi misi partai mengingat partai politik juga 

mengemban tugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. 

Pendapat di atas mengenai bentuk-bentuk dari pendidikan politik, maka 

dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk dari pendidikan politik sangat 

bervariasi, salah satu bentuk dari pendidikan politik diantaranya melalui 

berupa sosialisasi yang kegiatan ini dapat dilakukan oleh partai politik, 

lembaga pendidikan, pemerintah maupun tokoh masyarakat. Bentuk 

pendidikan politik selain melalui sosialisasi juga dapat dilakukan 

melalui media massa dan juga pendidikan formal maupun non-formal. 

 

3. Tujuan Pendidikan Politik 

Setiap kita melakukan kegiatan pasti kita memiliki tujuan yang hendak 

dicapai, seperti halnya pendidikan politik juga mempunyai tujuan yang 

hendak dicapai. Adapun tujuan pendidikan politik menurut Siti Khanifah 

(2015) pada dasarnya adalah untuk mendidik dan mengatur diri sendiri 

untuk dapat berproses menjadi manusia dewasa dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan-tujuan politik 

dan telah memikirkan resiko yang akan didapat dari apa yang telah 

dilakukan.  

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 31 tentang partai politik 

menyebutkan bahwa terdapat tiga orientasi atau tujuan pendidikan 
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politik, yaitu pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban 

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, 

meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter 

bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.  

Berdasarkan definisi dari tujuan pendidikan politik diatas maka 

setidaknya dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan politik antara 

lain adalah mendidik atau mengatur seseorang atau sekelompok orang 

agar sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga bangsa yang baik. 

Selain sadar hak dan kewajiban melalui pendidikan politik seseorang 

diharapkan juga dapat meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan 

membangun karakter bangsa. 

 

2.4 Pemilihan Kepala Desa 

1. Pengertian Pilkades 

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan yang bertujuan untuk 

memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa 

untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara 

langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung 

calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa 

aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya (Januari, 2013).  

 

Pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Pasal 34 ayat 1 dan 2, yakni: 

a. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Keberhasilan 

pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari adanya 

partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat desa, baik 

sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian 

integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan desa. Secara 

prinsip, pelaksanaan pemilihan kepala desa ditujukan guna 

mewujudkan kedaulatan rakyat di desa yang bersangkutan. Keadaan 

tersebut menimbulkan tanggung jawab penyelenggaraan 
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pemerintahan desa tidak saja di tangan kepala desa, BPD dan aparat 

pelaksananya, tetapi juga di tangan masyarakat desa tersebut, salah 

satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat di atas adalah 

adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

desa yang antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota 

masyarakat dalam memilih kepala desa. 

b. Pemilihan kepala desa bersifat, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 

Menurut Dede Mariana kepala desa dipilih berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga 

Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 

atau telah/pernah kawin. Dalam rangka pemilihan kepala desa yang 

dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia adalah 

sebagai berikut:  

1) Asas langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung 

memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara. 

2) Asas umum berarti bahwa pada dasarnya semua penduduk desa 

WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah 

berusia 17 tahun ataupun telah/pernah kawin berhak memilih 

dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan bersifat umum berarti 

pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa 

warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut 

diatas. 

3) Asas bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin 

keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya 

pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun. 

4) Asas rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-

undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak 

akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun. 

5) Asas jujur adalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum, 

penyelenggara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, 

pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua 

pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan 
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bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

6) Asas adil yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu 

mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan 

pihak manapun. 

 

2.  Kampanye Calon Kepala Desa 

Pasal 38 mengatur tentang kampanye calon kepala desa sebagai berikut: 

calon kepala desa mengkampanyekan program kerjanya kepada 

masyarakat dan pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan. Panitia 

pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu 

pelaksanaan kampanye serta masa kampanye dan melaporkannya 

kepada BPD. Satu minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, 

masing-masing calon kepala desa dilarang melaksanakan kampanye 

dalam bentuk apapun. Apabila ada calon kepala desa yang terbukti 

melakukan kampanye seminggu sebelum pemungutan suara, maka 

calon kepala desa tersebut dinyatakan gugur oleh panitia pemilihan. 

 

Pasal 39 mengatur tentang tata cara kampanye sebagai berikut: 

Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum dan 

selebaran oleh calon yang bersangkutan, pada saat kampanye dilarang: 

a. Mempersoalkan dasar negara, pancasila, pembukaan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau 

calon yang lain. 

d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. 

e. Mengganggu ketertiban umum. 



35 
 

 

f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota 

masyarakat, dan/atau calon yang lain. 

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon. 

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat 

pendidikan. 

i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain 

selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan. 

j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada 

peserta kampanye. 

 

3. Tahap-Tahap Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa  

Tahapan pemilihan kepala desa berdasarkan Permendagri Nomor 112 

Tahun 2014 tentang Pilkades. Ada beberapa tahapan dalam proses 

pemilihan kepala desa berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan kepala desa: 

a. Persiapan 

b. Pencalonan 

c. Pemungutan suara 

d. Penetapan (permendagri, 2014) 

Selanjutnya tahapan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut ini adalah tahapan 

dalam proses pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat dalam Pasal 31 sampai 

Pasal 39 menjelaskan bahwa kepala desa dipilih secara langsung oleh 

dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang 

memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan 

yang berlaku. Selain itu, masa jabatan seorang kepala desa adalah 6 

(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat 

menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut 

atau tidak secara berturut-turut. Proses pilkades dalam Undang-Undang 

ini dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti yang 
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disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 32. 

Sebagai wujud tanggung jawab BPD dalam melaksanakan pemilihan, 

maka dibentuklah panitia pemilihan, dimana anggota panitia pemilihan 

tersebut merupakan wakil dari perangkat desa, lembaga masyarakat desa 

dan juga tokoh masyarakat.  

Salah satu tugas panitia pemilihan kepala desa adalah mensosialisasikan 

pemilihan kepala desa kepada masyarakat, menjaring bakal calon, 

melakukan seleksi bakal calon dan sebagainya. Selanjutnya, dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 33 

disebutkan bahwa yang menjadi syarat pencalonan kepala desa adalah  

sebagai berikut : 

a. Warga Negara Republik Indonesia; 

b. Bertaqwa kepada Tuhan YME; 

c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 

sederajat; 

e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat 

mendaftar; 

f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; 

g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat 

paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 

h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 

i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun 

setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara 



37 
 

 

jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah 

dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 

j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

k. Berbadan sehat; 

l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; 

m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah. 

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam undang-undang ini 

dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota, dengan 

maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya (Rudiadi 

dan Herawati. 2016). 

2.5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun  2021 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun 2019 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Kampung. 

 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang nomor 28 

tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan 

dan Pemberhentian Kepala Kampung (berita daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Tahun 2019 Nomor 28), diubah sebagai berikut: 

Ketentuan pasal 3 ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 

satu ayat yakni ayat (3a), di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat 

yakni ayat (4a) sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Panitia pemilihan kabupaten dibentuk oleh bupati dan ditetapkan 

dengan keputusan bupati. 

(2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait. 

(3) Panitia pemilihan yang di maksud ayat (2) terdiri atas unsur : 

a. Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda); 

b. Unsur sekretariat daerah; 
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c. Unsur pengawasan; 

d. Unsur perencanaan; 

e. Unsur pemberdayaan masyarakat; 

f. Unsur politik dan pemerintahan umum; 

g. Unsur administrasi kependudukan; 

h. Unsur kesehatan; 

i. Unsur penanggulangan bencana daerah; 

j. Unsur bidang keuangan; 

k. Unsur pendidikan; 

l. Unsur ketentraman dan ketertiban 

m. Unsur kecamatan. 

(4) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas: 

a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan 

semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten; 

b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala 

kampung terhadap panitia pemilihan kepala kampung tingkat 

kampung; 

c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; 

d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara 

serta perlengkapan pemilihan lainnya; 

e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan 

pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan kampung; 

f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pemilihan 

kepala kampung tingkat kabupaten; 

g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala 

kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada 

bupati; 

h. Melaksanakan tes tertulis terhadap bakal calon kepala kampung 

yang jumlah pendaftarnya lebih dari 5 (lima) bakal calon; 

i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 
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Pasal 4 

(1) Panitia pemilihan kampung dibentuk oleh bpk dan ditetapkan 

dengan keputusan bpk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah 

pemberitahuan akhir masa jabatan kepala kampung. 

(2) Bagi kampung yang dijabat oleh penjabat kepala kampung, 

pembentukan panitia pemilihan kampung serentak dilaksanakan 

setelah ditetapkannya jadwal pemilihan kepala kampung serentak 

paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkannya jadwal 

pemilihan kepala kampung serentak oleh bupati. 

(3) Panitia pemilihan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari unsur perangkat kampung, pengurus lembaga 

kemasyarakatan kampung dan tokoh masyarakat kampung. 

(4) Panitia pemilihan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi: 

a. Ketua 

b. Sekertaris 

c. Bendahara 

d. Anggota  

(5) Jumlah panitia pemilihan kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) 

berjumlah 15 orang. 

(6) Panitia pemilihan kampung dikukuhkan oleh pimpinan BPK paling 

lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan disaksikan oleh camat 

atau pejabat yang ditunjuk. 

(7) Dalam hal panitia pemilihan kampung mengundurkan diri atau 

berhalangan tetap dan atau diberhentikan, maka BPK melaksanakan 

rapat untuk menetapkan penggantinya dari unsur yang sama. 

(8) Keputusan BPK tentang panitia pemilihan kampung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPK kepada bupati 

melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

(9) Panitia pemilihan kampung melaksanakan tugas sampai dengan 

dilantiknya calon kepala kampung terpilih. 
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(10) Sekretariat panitia pemilihan kampung berada di kantor kepala 

kampung atau balai kampung. 

(11) Bagi kampung yang tidak mempunyai kantor atau balai kampung, 

maka sekretariat panitia ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah 

panitia dan dilaporkan kepada camat. 

Pasal 5 

(1) Panitia pemilihan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 

mempunyai tugas: 

a. Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan 

pemilihan; 

b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati 

melalui camat; 

c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 

d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; 

e. Memeriksa kelengkapan berkas bakal calon; 

f. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; 

g. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; 

h. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; 

i. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat 

pemungutan suara; 

j. Melaksanakan pemungutan suara; 

k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan 

l. Mengumumkan hasil pemilihan; 

m. Menetapkan calon kepala kampung terpilih; dan 

n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Panitia Pemilihan Kampung berwenang: 

a. Menetapkan lokasi TPS; 

b. Menetapkan DPS, DPT; 

c. Menetapkan bakal calon; 
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d. Menetapkan calon kepala kampung; 

e. Menggugurkan bakal calon kepala kampung untuk mengikuti 

tahap berikutnya jika terbukti melakukan pelanggaran dan/atau 

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon kepala kampung. 

Pasal 8 

(1) Lokasi dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan 

kampung. 

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berjumlah 1 

(satu) TPS 

(3) Dalam menentukan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) panitia pemilihan kampung harus mempertimbangkan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Berada di kampung setempat; 

b. Tempat yang netral, mudah dijangkau, termasuk oleh 

penyandang disabilitas; 

c. Menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 

d. Lokasi TPS ditentukan melalui musyawarah panitia 

pemilihan kampung dapat dihadiri kepala kampung/penjabat 

kepala kampung dan pimpinan BPK serta perwakilan 

kecamatan 

(4) Dalam menentukan jumlah dan tata letak TPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria sebagai berikut: 

a. Jumlah bilik suara berjumlah 3 pada setiap TPS 

b. Pada setiap TPS terdapat 1 kotak suara. 

 

2.6 Kajian Penelitian Relevan 

Adapun kajian penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Falua Jisokhi Haluana’a, Irwan 

Nasution dan Beby Masitoh Batubara 2020 dengan judul Analisis 
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Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili 

Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, hasil penelitian 

menjelaskan  tingkat  partisipasi masyarakat di Desa Orahili sangat 

tinggi partisipasinya akan mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa. 

Disimpulkan bahwa yang pertama tingkat kesadaran masyarakat mulai 

tumbuh dan yang kedua masyarakat mencari sosok pemimpin yang 

berpengalaman dibidang pemerintahan, mau mengayomi dan melayani 

masyarakat tanpa batas. Persamaan dan perbedaan penelitian yang 

dilakukan persamaannya terletak pada partisipasi masyarakat dalam 

pemilihan kepala desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih 

difokuskan kepada kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam 

memilih kepala desa. 

2. Ahmad Averus, Dinda Alfina, 2020 dengan judul Partisipasi Politik 

dalam Pemilihan Kepala Desa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih dipengaruhi oleh dua 

aspek penting yaitu kesadaran politik masyarakat dan keyakinan politik 

masyarakat. Kesadaran politik masyarakat Desa Pengasih cenderung 

dipengaruhi letak wilayah sebab Desa Pengasih memiliki dua wilayah 

yang berbeda yaitu wilayah yang masih termasuk pedesaan dan wilayah 

yang sudah memasuki perkotaan. Masyarakat Desa Pengasih yang 

berada di wilayah perdesaan memiliki kesadaran politik yang rendah 

dibanding masyarakat Desa Pengasih yang masuk wilayah perkotaan., 

sedangkan keyakinan politik terhadap  pemerintah Desa Pengasih 

terbagi menjadi dua yaitu kepercayaan terhadap pemimpin dan 

anggapan masyarakat terhadap sistem politik. Hal lain yang berkaitan 

dengan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat 

seperti kemauan politik, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan hanya mengetahui partisipasi politik, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan kepada 

kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam memilih kepala 

desa. 
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3. Mery Anggraini, Asrinaldi, dan Aidinil Zetra 2015 dengan judul 

Pengaruh kesadaran dan kepercayaan politik terhadap partisipasi politik 

Masyarakat Dharmasraya pada pilkada 2015. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa tingkat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap 

sistem pemerintahan masyarakat Kabupaten Dharmasraya cukup tinggi. 

Kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan 

memiliki hubungan positif dengan partisipasi politik masyarakat pada 

pilkada serentak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015. Penelitian 

yang telah dilakukan diketahui memiliki hubungan positif antara 

kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan kepada 

kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam memilih kepala 

desa. 

4. RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, 2015 dengan judul 

penelitian Partisipasi Politik dan Perilaku  Memilih pada Pemilu 2014. 

Hasil penelitian perilaku pemilih berkaitan dengan pilihan rasional 

menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi adalah isu yang 

strategis bagi mayoritas pemilih, untuk membangun kedekatan dengan 

pemilih, pemenuhan kebutuhan ekonomi akan menjadi kompetisi antar 

para kandidat anggota legislatif maupun antar partai politik sendiri. 

Penelitian yang dilakukan menemukan pemenuhan kebutuhan ekonomi 

menjadi isu strategis bagi mayoritas pemilih, sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan lebih difokuskan kepada kesadaran dan partisipasi 

politik masyarakat dalam memilih kepala desa. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat 

pengaruh kesadaran politik (variabel independen atau X) terhadap 

partisipasi politik (variabel dependen atau Y) pada pemilihan kepala desa di 

Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang. 
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Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran politik mengacu pada 

tiga pola kesadaran politik menurut Gabriel Almond dan Verba, yaitu: 

1. Kesadaran output. Ketertarikan masyarakat dengan perkembangan 

politik pemerintahan, mengikuti organisasi masyarakat dan ikut 

rapat pengambilan keputusan. 

2. Kesadaran input, penilaian masyarakat terkait kebijakan pemerintah. 

3. Penerimaan informasi dan pemberian opini. Mengetahui kandidat 

calon kepala desa, mengetahui tata cara memberikan suara dalam 

pemilihan, serta bebas untuk mengemukakan pendapatnya. 

 

Indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi politik mengacu pada 

bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Surbakti.  

Adapun rincian bentuk partisipasi politik aktif, militan-radikal, pasif, dan 

apatis, sebagai berikut: 

1) Aktif  

a. Ikut kampanye 

b. Menciptakan situasi kondusif 

c. Berperan aktif dalam pemilihan 

2) Militan-radikal 

a. Mengkritisi hasil pemilihan 

b. Berdemontrasi 

3) Pasif 

a. Tidak mengetahui adanya pemilihan kepala desa 

b. Tidak mengetahui kandidat calon kepala desa 

4) Apatis  

a) Tidak berpartisipasi dalam pilkades 

b) Tidak mengikuti kampanye 

c) Tidak berperan aktif dalam pilkades 
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Peta konsep pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 bagan Kerangka Berpikir 

 

Kesadaran Politik (X) 

Gabriel Almond dan Sidney Verba 

 

Kesada

ran 

(output

) 

 

Kesada

ran  

(input) 

 

Penerimaan 

Informasi dan 

Pemberian Opini 

 

 Mengikuti 

Perkembangan 

politik 

 Mengikuti 

Organisasi 

Masyarakat  

 Mengikuti 

rapat 

pengambilan 

keputusan 

 Mengetahui 

kebijakan 

pemerintah 

 Pemerintah 

berpengaruh 

memperbaiki 

kehidupan 

 Memahami Hak 

dan kewajiban 

sebagai 

warganegara 

 Mengerti Tata 

cara pemberian 

suara dalam 

pemilihan 

 Merasa Bebas 

mengemukakan 

pendapat 

Partisipasi Politik (Y)  

Ramlan Surbakti 

Aktif 

 

Militan-

Radikal 

 

Pasif 

 

Apatis 

 

Ikut kampaye, 

berpartisipasi, 

menciptakan situasi 

kondusif, berperan 

aktif dalam 

pemilihan 

Mengkritisi 

hasil 

pilkades dan 

berdemontra

si 

Tidak 

mengetahui 

adanya pilkades, 

tidak mengetahui 

calon kepala desa 

Tidak 

berpartisipasi, 

tidak mengikuti 

kampanye, dan 

tidak berperan 

aktif dalam 

pemilihan 

Berpengaruh 



46 
 

 
 

2.8 Hipotesis 

Adapun hipotesis pada penelitian ini, yaitu: 

H0 : Tidak ada pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi 

politik masyarakat Kampung Bakung Udik, Kabupaten 

Tulang Bawang dalam memilih kepala desa. 

H1 : Terdapat pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi 

politik masyarakat Kampung Bakung Udik, Kabupaten 

Tulang Bawang dalam memilih kepala desa. 
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III.  METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS versi 25 dan Microsoft Exel 2010. Dalam penelitian ini penulis 

berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan satu variabel 

dengan variabel lainnya dengan angka. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang menafsirkan data yang ada misalnya situasi yang dialami, 

suatu hubungan kegiatan, pandangan, pengaruh yang sedang nampak, 

pertentangan yang sedang meruncing, dan lain sebagainya (Arikunto, 2006). 

Sesuai dengan definisi diatas, maka penggunaan metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif ini sangat cocok untuk penelitian penulis.   

 

3.2 Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

(Sugiyono, 2015) mengungkapkan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang dinilai mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu sehingga penting untuk ditetapkan 

oleh penulis dalam mempelajari kemudian dan menyimpulkannya. 

Populasi dalam penulisan digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen 

atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penulisan (Noor, 

2011). 
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Berikut daftar populasi masyarakat di Kampung Bakung Udik, 

Kabupaten Tulang Bawang: 

Tabel 3.1 Populasi Masyarakat Kampung Bakung Udik 

No RT 
Nama 

Ketua RT 

Jumlah 

Kepala 

Keluarga 

Jumlah 

Individu 

Jumlah 

pemilih 

berusia 

17 tahun 

1 
01 RW 

01 
M. Kemis 40 146 109 

2 
02 RW 

01 
Musdam 52 165 118 

3 
01 RW 

02 
Haidar 41 143 113 

4 
02 RW 

02 
Musa 48 186 120 

5 
01 RW 

03 
Mat Hedar 93 304 251 

6 
02 RW 

03 
Angga S 74 250 224 

7 
01 RW 

04 
Haryanto 63 238 188 

8 
02 RW 

04 
Aripin 60 248 152 

Jumlah 471 1680 1275 
Sumber: dokumen demografi Kampung Bakung Udik tahun 2022 

Berdasarkan tabel 3.1 jumlah RT yang ada di Kampung Bakung Udik 

berjumlah 8 RT dengan 471 kepala keluarga dan 1680 penduduk. 

Populasi penelitian yang memenuhi kriteria dalam memilih kepala desa 

berjumlah 1.275 penduduk di Kampung Bakung Udik, Kabupaten 

Tulang Bawang. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penulis tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 
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dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

populasi. Sampel yang diambil harus betul-betul mewakili atau 

representatif (Sugiyono, 2015).  

 

Arikunto (2010) Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti). Apabila populasi penelitian berjumlah 

kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun 

apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% lebih. Berdasarkan jumlah populasi 

sebesar 996 maka sampel penelitian ini ialah: 

𝑛 =
𝑁

𝑁 ( 𝑑2)+1
  

Keterangan : 

n : Jumlah Sampel 

N : Jumlah Populasi 

𝑑2 : Presisi atau batas toleransi kesalahan pengambilan sampel. 

 

Adapun hasil sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

random sampling, berdasarkan jumlah sampel dengan persentase 10%  

yaitu sebagai berikut: 

 

𝑛 =
𝑁

𝑁 (𝑑2) + 1
=

1275

1275 (0,12) + 1
=

1275

13,75
= 92,72 = 93 

 

Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang 

ditetapkan dalam penelitian ini adalah 93 masyarakat. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Sampel Random atau 

sampel acak, sehingga penulis memberi hak yang sama kepada setiap 

masyarakat untuk memperoleh kesempatan (chance) dipilih menjadi 

sampel. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan melihat daftar 

masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu kepala desa di 

Kampung Bakung Udik pada tahun 2022.  
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Sampel penelitian 

No RT Jumlah Perhitungan Sampel 
Jumlah 

Sampel 

1 01 RW 01 79 
109

1275
𝑥 93 = 7,95 8 

2 02 RW 01 96 
118

1275
𝑥 93 = 8,60 9 

3 01 RW 02 98 
113

1275
𝑥 93 = 8,24 8 

4 02 RW 02 103 
120

1275
𝑥 93 = 8,75 9 

5 01 RW 03 152 
251

1275
𝑥 93 = 18,30 18 

6 02 RW 03 174 
224

1275
𝑥 93 = 16,33 16 

7 01 RW 04 142 
188

1275
𝑥 93 = 13,71 14 

8 02 RW 04 152 
152

1275
𝑥 93 = 11,08 11 

Jumlah 93 

Sumber: Data Kampung Bakung Udik tahun 2022 

Berdasarkan tabel 3.2 perhitungan sampel diketahui jumlah sampel yang 

akan digunakan pada penelitian ini berjumlah 93 penduduk yang 

memenuhi kriteria pemilih. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009) variabel adalah sebagai atribut seseorang atau 

objek yang mempunyai variasi antara suatu orang dengan yang lain atau 

satu objek lain. Variabel disebut sebagai sebuah konsep yang masih umum 

dalam penelitian diubah menjadi variabel. 
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Adapun variabel dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Variabel bebas (simbol X) 

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini ialah kesadaran politik (X). 

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.  

2. Variabel terikat (simbol Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini ialah partisipasi politik. Menurut 

Sugiyono (2016) variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena keberadaan variabel independen (bebas).  

 

3.4 Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual variabel digunakan untuk menegaskan tentang 

masalah yang akan diteliti. Definisi konseptual merupakan 

penegasan serta penjelasan suatu konsep dengan menggunakan 

konsep atau kata-kata kembali, yang tidak diharuskan untuk 

menunjukkan dimensi pengukuran tanpa menunjukkan deskripsi, 

indikator, dan tentang bagaimana cara mengukurnya. Beberapa 

aspek yang perlu dikonsepkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kesadaran Politik (X) 

Kesadaran politik merupakan perasaan bahwa dirinya diperintah 

dan percaya bahwa mereka dapat sedikit banyak memengaruhi 

pemegang kekuasaan atau percaya bahwa mereka memiliki efek 

politik (Ramlan Surbakti, 2013). 

 

b. Partisipasi Politik (Y) 

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap 

individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada 

akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam 

pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap 

pertanggungjawaban bersama (Inu kencana Syafiie, 2015). 
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2.  Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang telah ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015).  

Penulis menggunakan definisi operasional variabel agar menjadi 

petunjuk dalam penelitian ini. Definisi operasional yang dimaksud 

sebagai berikut: 

a. Kesadaran politik terhadap partisipasi politik, sehingga hasil 

penilaian ini akan memberikan pengaruh baik buruk. Berkaitan 

dengan kesadaran politik masyarakat, maka dapat dijabarkan 

indikatornya sebagai berikut: 

1. Kesadaran output  

Kesadaran input meliputi tertarik mengikuti perkembangan 

politik, mengikuti organisasi masyarakat, mengikuti rapat 

dalam pengambilan keputusan. 

2. Kesadaran input  

Kesadaran output meliputi mengetahui kebijakan pemerintah, 

dan merasa pemerintah berpengaruh dan memperbaiki 

kehidupan. 

3. Penerimaan informasi dan pemberian opini 

Penerimaan informasi dan pemberian opini meliputi 

memahami hak dan kewajiban sebagai warganegara, mengerti 

tata cara pemberian suara dalam pemilihan, mengenal nama 

calon kepala desa, merasa bebas mengemukakan pendapat. 

 

b. Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Berkaitan 

dengan partisipasi politik masyarakat, maka dapat dijabarkan 

indikatornya sebagai berikut: 

1. Aktif  

Ikut kampanye, menciptakan situasi kondusif, berperan 

aktif dalam pemilihan 
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2. Militan-radikal 

Mengkritisi hasil pemilihan, berdemontrasi 

3. Pasif 

Tidak mengetahui adanya pemilihan kepala desa, tidak 

mengetahui kandidat calon kepala desa 

4. Apatis 

Tidak berpartisipasi dalam pilkades, tidak mengikuti 

kampanye, tidak berperan aktif dalam pilkades 

 

3.5 Rencana Pengukuran Variabel  

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

skoring pada alternatif jawaban dalam lembaran angket yang disebarkan 

kepada responden dengan indikator-indikator pada variabel penelitian di 

Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang.  

Kriteria rincian pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah: 

a. Berpengaruh 

Kesadaran politik dinyatakan berpengaruh terhadap partisipasi 

politik apabila masyarakat mampu menunjukan kesadaran 

berpolitik dengan berpatisipasi menggunakan hak pilihnya. 

b. Cukup berpengaruh 

Kesadaran politik dinyatakan berpengaruh terhadap partisipasi 

politik apabila masyarakat mampu menunjukan kesadaran 

berpolitik dengan berpatisipasi menggunakan hak pilihnya dengan 

baik namun belum sepenuhnya. 

c. Kurang berpengaruh 

Kesadaran politik dinyatakan tidak berpengaruh apabila masyarakat 

tidak mampu berpartisipasi politik dengan baik.  
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Mengenai pengukuran variabel, dilakukan dengan menggunakan indikator 

indikator berupa pertanyaan pilihan ganda. Setiap butir atau item soal 

memiliki tiga kemungkinan jawaban dari kode (a), (b), dan (c). Responden 

cukup memilih alternatif jawaban yang tersedia. Setiap jawaban memiliki 

skor yang berbeda, (a) dengan skor 3, (b) dengan skor 2, dan (c) dengan 

skor 1. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pada hakikatnya data merupakan sebuah hasil pencatatan penulis, baik 

yang berupa fakta ataupun angka (Arikunto, 2019). Oleh karenanya, 

teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang digunakan untuk 

memperoleh pencatatan dalam segala informasi berupa fakta dan angka 

atau hal-hal sebagian atau ukuran keseluruhan mengenai suatu variabel 

atau seluruh populasi secara lengkap sehingga harapannya dapat menjadi 

pendukung keberhasilan dalam sebuah penelitian. Adapun teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

yaitu teknik pokok dan teknik pendukung.  

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu: 

1. Angket 

(Fathoni, 2011) memaparkan bahwasannya angket merupakan sebuah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner 

(daftar pertanyaan/isian) untuk kemudian diisi langsung oleh responden 

seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun sebuah 

informasi data. Penelitian ini menggunakan teknik angket sebagai teknik 

pokok untuk mengumpulkan data berupa pernyataan tertulis yang 

diberikan kepada responden mengenai pengaruh kesadaran politik 

terhadap partisipasi politik pada pemilihan kepala desa di Kampung  

Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang. 

 

Teknik angket ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi 

langsung dari responden, sasaran dalam penelitian ini menggunakan 
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angket tertutup sehingga responden mendapatkan jawaban. Sasaran 

responden adalah masyarakat Kampung Bakung Udik Kabupaten 

Tulang Bawang. dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup 

sehingga responden dapat menjawab dengan tiga alternatif jawaban 

(Setuju, Kurang Setuju dan Tidak Setuju), kemudian selanjutnya 

responden akan memilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda 

checklist pada jawaban yang telah dipilih serta jawaban yang diberikan 

memiliki bobot nilai bervariasi. Variasi nilai atau skor dari masing-

masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberikan skor atau 

nilai tiga (3).  

b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberikan 

skor atau nilai dua (2).  

c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan maka akan 

diberikan skor atau nilai satu (1). 

Berdasarkan keterangan di atas, maka nantinya akan diketahui nilai 

tertinggi adalah skor atau nilai tiga (3) sedangkan nilai terendahnya 

adalah mendapatkan nilai atau skor satu (1). 

2. Teknik Pendukung 

a. Wawancara 

Pada hakikatnya wawancara merupakan sebuah cara yang digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis berkeinginan untuk 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

diteliti (Sugiyono, 2015). Wawancara merupakan sebuah proses 

pengajuan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber guna 

mengumpulkan data yang mendukung untuk penulis dalam 

melakukan kegiatan penelitian. 

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data sekunder yang 

berupa keterangan-keterangan, catatan-catatan, laporan dan 
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sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. 

Berkaitan dengan penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk 

mendapatkan dan melengkapi data-data terkait dengan pengaruh 

kesadaran politik terhadap partisipasi politik pada pemilihan kepala 

desa di Kampung Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang. 

 

3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1.  Uji Validitas 

Suharsimi Arikunto (2010) bahwa sebuah instrument dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sugiyono 

menyatakan bahwa instrumen dikatakan valid berarti menunjukan 

alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Maka dapat diketahui bahwa, uji validitas menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. 

Semakin tinggi validitas dari sebuah instrumen makainstrumen 

tersebut valid, namun sebaliknya semakin rendah validitas dari 

sebuah instrumen maka nilai dari sebuah instrumen kurang valid 

atau memiliki validitas rendah.  

Disimpulkan jika uji validitas instrumen dapat digunakan untuk 

menghitung sejauh mana alat ukur yang dipakai bisa mengukur apa 

yang dapat diungkapkan dan apa yang diinginkan data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Metode uji validitas angket yang 

diterapkan dalam penelitian ini adalah korelasi Product Moment 

dengan rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑦 −

(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)
𝑁

√{∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥2)

𝑁
} {∑ 𝑦2 −

(∑ 𝑦2)
𝑁

}

 

(Sujarweni, 2012) 
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Keterangan: 

                       𝑟𝑥𝑦 =  Koefesien korelasi 𝑝𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 validitas 

                       x     =  Skor tanggapan responden atas setiap pertanyaan  

                       𝑦 =  Skor tanggapan responden atas seluruh pertanyaan   

                       n =  Banyaknya jumlah/subyek 

Setelah mengetahui hasil dari rumus pearson product moment, 

kemudian penulis juga melakukan pengujian kembali angket 

menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikasi 0,05 dengan 

kriteria pengambilan keputusan yaitu jika rhitung ≥ rtabel maka 

instrumenn dinyatakan valid. Untuk memudahkan uji coba dalam 

penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program Statistical Product and Service Solution (SPSS). Adapun 

kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak dalam 

program SPSS (Prayitno, 2012). 

Berdasarkan nilai korelasi : 

a. Jika rhitung > rtabel maka item dinyatakan valid. 

b. Jika rhitung < rtabel maka item dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) menjelaskan bahwasanya 

reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwasannya suatu instrumen 

cukup serta dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut telah baik. Jika nilai Cronbach’s Alpha 

instrumen lebih besar dari 0,6  maka instrumen tersebut dianggap tidak 

reliabel.  

Kekonsistenan responden dalam menjawab kuesioner dari waktu ke 

waktu akan membuktikan hasil dari kuesioner terkait kredibel. 

Reliabilitas mengacu pada tingkat konsistensi, prediktabilitas, 

konsistensi, akurasi, dan stabilitas.  
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3.8 Teknik Analisis Data 

1. Analisis Distribusi Frekuensi 

Analisis data frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data 

dari angket kesadaran dan partisipasi politik pada pemilihan kepala 

desa di Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang. Analisis distribusi 

frekuensi menggunakan rumus interval dengan persamaan sebagai 

berikut: 

𝐼 =
𝑁𝑇 − 𝑁𝑅

𝐾
 

Keterangan: 

I  : Interval 

NT : Nilai Tertinggi 

NR : Nilai Terendah 

K  : Kategori 

Kemudiaan untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus 

persentase yaitu sebagai berikut: 

𝑃 =
𝐹𝑁

𝑁
𝑥100% 

Keterangan: 

P  : Besarnya Persentase  

F  : Jumlah skor yang diperoleh di seluruh item 

N : Jumlah Perkalian seluruh item dengan responden 

Setelah angka persentase didapat maka dimasukan kedalam kriteria 

yang telah ditentukan menurut (Arikunto, 2019) yaitu sebagai 

berikut:  

76% - 100% = Baik  

56% - 75% = Cukup  

40% - 55% = Kurang baik  

0% - 39% = Tidak baik 
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2. Uji PraSyarat Analis 

Uji prasyarat analis ini dilakukan dengan alasan karena pengerjaan 

analisisnya menggunakan statistik parametris, maka harus dilakukan 

pengujian persyaratan analisis terhadap asumsi dasar seperti uji 

normalitas dan linearitas untuk uji korelasi dan regresi. Pada penelitian 

ini menggunakan uji prasyarat normalitas dan linearitas karena analisis 

akhir dari penelitian ini adalah analisis korelasi dan analisis regresi 

linear sederhana.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah suatu percobaan untuk mengetahui apakah 

data sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

menggunakan SPSS 20 untuk memperoleh koefisiennya. Dalam 

penelitian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov, karena 

sampel yang digunakan merupakan mempunyai skala yang besar ≥ 

50. Berikut ini rumus uji Kolmogorov smirnov : 

D= ǀFs (x) – Ft (x) max 

Keterangan:  

Fs(X) = Distribusi Frekuensi Sampel 

Ft(X) = Distribusi Frekuensi Teoritis 

Pedoman dalam pengambilan hasil akhir menggunakan uji 

kolmogorov adalah: 

a) jika nilai signifikansi (Sig) atau probabilitas (p) ≥ 0,05, maka 

data penelitian berdistribusi normal. 

b) jika nilai signifikansi (Sig) atau probabilitas (p) ≤ 0,05, maka  

data penelitian berdistribusi tidak normal.  

Hal ini dilakukan untuk menentukan data statistik yang 

digunakan. Jika data berdistribusi normal dapat digunakan 

metode statistik parametrik, sedangkan jika data tidak 

berdistribusi tidak normal maka dapat menggunakan metode non 

parametrik (Sugiyono, 2015). 
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b. Uji Linieritas 

(Sugiyono, 2015) uji linearitas dapat dipakai untuk mengetahui 

apakah variabel terikat dengan variabel bebas memiliki hubungan 

linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas dapat dilakukan 

melalui test of linearity. Kriteria yang berlaku adalah: 

a) jika nilai signifikansi pada linearity ≥ 0,05, maka dapat diartikan 

bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat 

hubungan yang linear. 

b) jika nilai signifikansi pada linearity ≤ 0,05, maka dapat diartikan 

bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada 

hubungan yang linear. 

 

3. Analisis Data 

a. Uji Regresi 

Selanjutnya dalam penelitian ini akan diujikan menggunakan rumus 

regresi linier. Untuk mempermudah dalam uji linieritas maka pada 

penelitian ini menggunakan daftar analisis varian (anova) dengan 

ketentuan apabila F hitung ≤ F tabel pada taraf 5% dengan dk 

pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k), maka regresi linier. Data 

hasil dari analisis regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh 

antara kesadaran dan partisipasi politik. Adapun persamaan dari 

regresi linier adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2019): 

Y = a + b X 

Keterangan: 

Y = Subjek variabel terikat yang diprediksikan 

X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu 

A = Y bila X = 0 

b = Nilai arah atau nilai koefisien regresi 
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b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh positif antara kesadaran politik dan partisipasi politik pada 

pemilihan kepala kampung di Bakung Udik Kabupaten Tulang 

Bawang. 

 

Uji hipotesis dilakukan menggunakan SPSS versi 25 berdasarkan 

hasil uji analisis regresi linier sederhana untuk memperoleh 

koefisien signifikannya. Dasar pengambilan keputusan hasil uji 

hipotesis adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi (Sig.) < dari probabilitas 0,05 maka ada 

pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik. 

2) Jika nilai signifikansi (Sig.) > dari probabilitas 0,05 maka tidak 

ada pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik 

Dalam pengujian hipotesis kali ini penelitian menggunakan uji t. 

Menurut Prayitno (2018) uji t digunakan untuk mengetahui suatu 

pengaruh pada variabel-variabel bebas (independent) secara individu 

atau parsial terhadap suatu variabel terikat (dependent). Adapun 

rumus t hitung pada analisis regresi adalah sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑏

𝑠𝑏
 

Keterangan: 

b  = Koefisien Regresi 

sb = Standard Error 

1) Dasar pengambilan keputusan hasil uji hipotesis adalah sebagai 

berikut: Apabila nilai thitung > ttabel dengan dk = n-2 atau 67-2 

dan ɑ 0,05 maka H0 ditolak dan sebaliknya Ha diterima.  

2) Apabila probabilitas (sig) < 0,05 maka H0 diterima dan 

sebaliknya H1 ditolak. 
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Menurut Sugiyono (2015) untuk menafsirkan hipotesis yang 

diperoleh digunakan pengkategorian atau klasifikasi sebagai berikut: 

0,00 – 0,199 = kategori sangat rendah  

0,20 – 0,399 = kategori rendah  

0,40 – 0,599 = kategori sedang  

0,60 – 0,799 = kategori kuat 

0,80 – 1,000 = kategori sangat kuat



 
 

 

V. KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang 

telah penulis lakukan mengenai pengaruh kesadaran politik terhadap 

partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Desa Kampung Bakung Udik 

Kabupaten Tulang Bawang, dapat disimpulkan bahwasannya terdapat 

pengaruh kesadaran politik (Variabel X) terhadap partisipasi politik 

(Variabel Y), hal ini dapat dilihat dari hasil uji analisis regresi linier 

sederhana (X -Y) dengan hasil persentase sebesar 44,6% yang menunjukan 

besarnya pengaruh kesadaran politik (varibel X) terhadap partisipasi 

politik (variabel Y) dan 55,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

kesadaran politik seperti keluarga, masyarakat, status sosial, dan tingkat 

pendidikan, dengan begitu dapat dikatakan bahwasanya kesadaran politik 

sangat memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik dalam pemilihan 

kepala desa Kampung Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang, 

dibuktikan dengan partisipasi politik masyarakat Kampung Bakung Udik 

sudah bagus, dimana hal tersebut dapat dilihat dari persentase cukup 

berpartisipasi dan berpartisipasi politik lebih banyak dari pada masyarakat 

yang kurang berpartisipasi politik. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi Masyarakat agar selalu meningkatkan kesadaran politik serta 

ikut berpartisipasi dalam dunia politik agar hak-hak sebagai warga 

negara dapat tersalurkan.  

2. Bagi Pemerintah terkait hendaknya lebih menggencarkan sosialisasi 

politik untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya dapat menggunakan kerangka sampel, 

lokasi, ataupun kategori objek penelitian yang berbeda dari 
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penelitian ini sehingga dapat dilakukan riset yang lebih dalam 

mengenai pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik. 

Penulis menyarankan menggunakan objek dengan kategori usia yang 

berbeda ataupun lokasi yang berbeda sehingga mendapatkan hasil 

riset yang lebih mendalam terkait kesadaran politik dan partisipasi 

politik. 
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